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PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS,

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan
memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan
lingkungannya,;

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Bangunan
Gedung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomorl6);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan 'Pemerintah . Nomor 36 ‘Tahun 2005 tentang -

| 5
R Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 =
. tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik -
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara .
i ;Repubhk Indonesm Nomor 4532), ~ ’
Dengan PersetUJuan Bersama |
) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
' KABUPATEN BENGKALIS
: : ‘dan
BUPATI BENGKALIS
| ‘MEMUTUSKAN' |
© Menetapkan . PERATURAN - DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

o BABI , :
KETENTUAN UMUM

Baglan Kesatu e it
; Pengertlan

' "Pasall 1 -

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan :

E
S 2.7

. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkahs yang
" selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah  Lembaga Perwakilan -

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Pemermtah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara Pemerlntahan Daerah

Bupati adalah Bupat1 Bengkahs

Rakyat Daerah sebaga1 unsur penyelenggara Pemerlntahan

Daerah

,Bangunan Gedung ‘adalah quud flSlk ~hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, -
sebagian atau. seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam -

tanah’ dan/atau air, yang. berfungs1 sebagai tempat manusia
melakukan keglatannya ‘baik  untuk hunian atau tempat

tinggal, keglatan keagamaan, keg1atan usaha kegiatan 3051al L
budaya, maupun keglatan khusus : : S

Bangunan ‘bukan gedung atau prasarana bangunan gedung &
~ adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang i
menyatu ‘dengan tempat kedudukannya sebagian “atau

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau

' :'f: air, yang tidak dlgunakan untuk tempat human serta tempat
= tlnggal

.VBangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang :
" fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi
; ,keagamaan fung31 usaha maupun fung51 somal dan budaya




. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang - =
“digunakan untuk kepentlngan umum dan Bangunan Gedung =
fungsi - khusus, ‘yang dalam ‘pembangunan ~dan/atau - e
.pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau ==

- memiliki kompleksitas - tertentu yang dapat menimbulkan

10

»dampak penting terhadap masyarakat dan hngkungannya

Bangunan Gedung. adat merupakan Bangunan Gedung yang
didirikan - menggunakan kaidah/norma adat masyarakat
‘setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, -

untuk dlmanfaatkan sebaga1 wadah kegiatan adat

.’Bangunan Gedung dengan gaya/ langgam - tradisional
»merupakan Bangunan Gedung yang  didirikan menggunakan E

kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan -

v_budaya yang dlwarlskan 'secara - turun temurun, untuk

dimanfaatkan sebagal ‘wadah keg1atan masyarakat sehari-hari

o selaln dari keglatan adat

11

12

14

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klas1ﬁkaSl dari fungsl.   1 o
 Bangunan  Gedung ‘berdasarkan - pemenuhan tingkat

persyaratan admlnlstratlf dan persyaratan teknlsnya

Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang a1
' persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang d1ber1akukan S
“oleh Pemerlntah Kabupaten pada lokasi tertentu. -

Y ¢13.Iz1n Mendlrlkan Bangunan yang selanJutnya disingkat IMB

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten -

Bengkalis kepada Pemilik Bangunan untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat

~Bangunan -Gedung sesual dengan persyaratan admlmstratlf e |
'dan persyaratan teknls S D ’

Permohonan Izin Mendlrlkan Bangunan adalah permohonan_ -

. yang dilakukan Pemilik Bangunan kepada Pemerintah Daerah
: untuk mendapatkan izin mendirikan: Bangunan :

~15.

Garls Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada,;
persil atau tapak 'sebagai batas minimum dlperkenankannya e
‘didirikan - Bangunan Gedung, d1h1tung dari gar1s sempadan .

© jalan, tepi- sungal atau tepi panta1 atau jaringan tegangan -

. t1ngg1 atau garls sempadan pagar atau batas persil atau tapak. an
16.

Koefisien 'Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh .

- ..lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/ tanah

~perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana E '
“tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

7.

18,

':Koeﬁswn Lantal Bangunan, yang selanjutnya dlslngkat KLB

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan: yang dikuasai : sesuai rencana tata ruang. dan
rencana tata bangunan dan hngkungan ‘ S

Koefisien Daerah Hijau, yang selan_]utnya dlslngkat KDH‘;

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh

ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan

- bagi - pertamanan/penghl_]auan ~ dan . luas tanah =

' perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan rencana tata bangunan dan hngkungan




10,

Koeﬁswn Tapak Basemen yang selanjutnya dlslngkat KTB EVREE

- adalah angka persentase ‘perbandingan antara luas tapak
g basemen “~dan’ luas lahan/tanah - perpetakan/daerah

= perencanaan yang d1kuasa1 sesuai rencana tata ruang dan .

rencana tata bangunan dan llngkungan

.. 20.

Pedoman = Teknis adalah acuan “teknis yang merupakan' S

'penjabaran lebih . lanjut dari peraturan pemerintah dalam

T bentuk ketentuan tekms penyelenggaraan Bangunan Gedung

21
+ standar tata cara ‘standar spesifikasi, dan standar metode uji

Standar Teknls adalah standar yang dibakukan sebagal

. baik berupa Standar ‘Nasional Indonesia maupun .standar

internasional : yang. d1berlakukan dalam penyelenggaraan

. Bangunan Gedung

22

Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten yang selanjutnya ,
disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah

o kabupaten yang telah d1tetapkan dengan peraturan daerah.

23. o
selanjutnya disebut ‘RDTR adalah penjabaran dari Rencana

Rencana Detail Tata Ruang 'Kawasan Perkotaan yang

Tata Ruang - Wilayah kabupaten ke ~ dalam rencana .

l' pemanfaatan kawasan perkotaan. .

24."Peraturan Zona81 ‘adalah ketentuan yang mengatur tentang

‘persyaratan - pemanfaatan ruang “dan ketentuan

~‘ "_-pengendahannya -dan dlsusun untuk - setiap blok/ zona
: peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana r1n01 tata

B ruang
. 25,
~ disingkat- RTBL - adalah panduan rancang bangun suatu

Rencana Tata Bangunan dan Llngkungan yang selanjutnya

- kawasan - untuk - mengendalikan pemanfaatan ruang -yang
‘memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana

-umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan

pengendahan ‘rencana dan . pedoman pengendahan

i pelaksanaan

26.

Penyelenggaraan Bangunan .~Gedung  adalah keglatan
pembangunan Bangunan Gedung yang mehputl proses

- Perencanaan Teknis - dan -pelaksanaan ‘konstruksi = serta

- 07.

keglatan pemanfaatan pelestarlan dan pembongkaran

Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknls

* Bangunan . Gedung dan kelengkapannya ‘yang meng1kut1

“tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan

- gambar kerja yang terdiri:- atas: rencana arsitektur, rencana

struktur rencana mekamkal/ elektr1kal rencana tata ruang

" luar, ~ rencana tata ruang-dalam/ 1nter10r serta’ rencana

‘28.‘
. Bangunan  Gedung yang disusun ‘secara - tertulis  dan

spesifikasi teknis, rencana anggaran blaya dan perh1tungan.
teknis pendukung sesua1 pedoman dan Standar Teknis" yang
berlaku.

Pertlmbangan Teknls adalah pertlrnbangan dar1 T1m Ahli

profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis

- Bangunan  Gedung baik ‘dalam’ proses - pembangunan,

T Gedung

pemanfaatan, pelestarlan maupun pembongkaran Bangunan




29.

Pemanfaatan - 'VB'angi.man . Gédung ' adalah keg1atan

‘memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang

e telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan,

0.

‘dan pemerlksaan secara berkala o

Pemeriksaan Berkala adalah keglatan pemerlksaan keandalan

~“seluruh atau- sebaglan Bangunan Gedung, komponen, bahan :

bangunan dan/atau prasarana . dan sarananya dalam

tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelalkan fungsi

3L

32,

Bangunan Gedung
Laik Fung31 adalah suatu kond1s1 Bangunan Gedung yang

‘memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis

sesual dengan fungs1 Bangunan Gedung yang dltetapkan o

Pemehharaan adalah keglatan menjaga keandalan Bangunan
Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu La1k o

e Fungsi.

33.

‘Perawatan adalah keglatan memperba1k1 dan /atau menggant1
- bagian: Bangunan ‘Gedung, komponen, bahan bangunan,

- dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap b

- 35.

~Laik Fungsi.
- 34.
. pemeliharaan Bangunan Gedung dan hngkungannya untuk

Pelestarlan adalah keglatan perawatan pemugaran s'ertaf

mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan ‘k
aslinya atau scsual dengan keadaan menurut perlode yang :

‘ d1kehendak1 S |
Pemugaran Bangunan Gedung yang v dilindungi dan
dilestarikan -adalah kegiatan. memperbaiki, memulihkan

e kembah Bangunan Gedung ke bentuk aslinya.

36.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan

“seluruh atau sebaglan Bangunan Gedung, komponen, bahan

i bangunan dan/atau prasarana dan sarananya

'37.

38.
» kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah

39.

Penyelenggara Bangunan Gedung - ‘adalah pemilik, Penyedla
Jasa Konstruk31 dan Pengguna Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung adalah. orang, badan hukum, a

sebagai Pem111k Bangunan Gedung
Pengguna Bangunan Gedung adalah - Pem111k Bangunan

Gedung dan/atau bukan ~Pemilik" ‘Bangunan Gedung |
berdasarkan kesepakatan dengan Pem111k Bangunan Gedung, .

yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung

- atau bagian Bangunan Gedung sesual dengan fungsi yang.

E dltetapkan o

k40.‘Penyed1a Jasa Konstruks1 Bangunan Gedung adalah orang

perorangan atau badan yang keglatan usahanya menyediakan

layanan jasa ‘konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi =

perencana “teknis, - pelaksana = konstruksi,

pengawas/ mana_]emen konstruksi, ‘termasuk Pengkaji Teknis - -

: Bangunan Gedung dan Penyedla Jasa Konstruk31 lainnya.




41.

6

T1m Ahh Bangunan Gedung, yang selanjutnya dlslngkat TABG

- adalah tim yang terdiri- dari para ahli yang terkait ‘dengan

penyelenggaraan Bangunan Gedung ‘untuk memberikan

‘Pertimbangan Teknis ~dalam’ proses - penelitian dokumen

rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga

“untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
"penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan
~ anggotanya dltun_]uk secara kasus per kasus disesuaikan
- dengan komplek31tas Bangunan Gedung Tertentu tersebut

42,
' yang mempunyai sertlfikat keahlian untuk melaksanakan

Pengka_]l Tekms adalah orang perorangan, ‘atau badan hukum

- Vpengka_uan teknis atas _kelaikan fungsi- Bangunan Gedung
B sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

43.

Pengawas adalah orang ~yang mendapat tugas - untuk

' mengawasi ‘pelaksanaan mendirikan" bangunan sesuai dengan

IMB yang d1angkat oleh Pemlhk Bangunan Gedung

44.
~ "usaha, -dan ‘lembaga atau - organisasi . yang kegiatannya

Masyarakat adalah perorangan, kelompok badan hukum atau

di bidang Bangunan Gedung, ; termasuk masyarakat hukum

~ adat dan ‘masyarakat ahli, yang berkepentmgan ‘dengan

45,

penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung

~adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan

"perwu_]udan kehendak dan kemglnan masyarakat untuk

 memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan,
' . menyampaikan pendapat dan pertlmbangan ‘serta melakukan

Gugatan - Perwakllan berkaltan dengan penyelenggaraan

W Bangunan Gedung

46.

Dengar Pendapat Publik adalah - forurn dlalog yang dladakan

~untuk- mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat

baik berupa pendapat ‘ pertlmbangan maupun usulan dari

'masyarakat umum “sebagai “masukan untuk- menetapkan

‘kebijakan - Pemermtah/ Pemerintah ~ Daerah dalam

e penyelenggaraan Bangunan Gedung

47.

Gugatan Perwakllan adalah gugatan yang berkaitan dengan

 penyelenggaraan Bangunan _Gedung yang diajukan oleh satu

- orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan

- gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus
- mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta
- atau - dasar ‘hukum antara ~wakil kelompok dan " anggota

49,

o kelompok yang dlmaksud
48,
 kegiatan- pengaturan pemberdayaan, dan pengawasan dalam

Pembinaan’ Penyelenggaraan Bangunan Gedung  adalah

rangka mewujudkan tata pemenntahan yang baik sehingga
setiap - penyelenggaraan Bangunan -Gedung dapat berlangsung

tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai

dengan fungsmya serta terwu_]udnya kepastlan hukum.

Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan
perundang-undangan, pedoman, | petunJuk ~dan Standar
Teknis Bangunan . Gedung sampai di  daerah . dan
operasionalisasinya di masyarakat.




s 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28

: 50 Pemberdayaan adalah keglatan untuk menumbuhkembangkan
‘kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para
Penyelenggara ‘Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah
“Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung

51 Pengawasan “-adalah pemantauan terhadap pelaksanaan'
‘penerapan peraturan perundang—undangan bldang Bangunan
Gedung dan upaya penegakan hukum A : i

‘ Bag1an Kedua i :
Maksud TuJuan dan Llngkup

Paragraf 1
~Maksud

‘fpasélzf?

: Peraturan Daerah -ini dlmaksudkan sebaga1 pengaturan lebih
lanJut dari” Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
. Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

,fTahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan
- persyaratan yang diperlukan- dalam penyelenggaraan bangunan
- gedung, maupun dalam pemenuhan tertlb penyelenggaraan _
' bangunan gedung di daerah : :

Paragraf 2
’I‘ujuan

Pasal 3

‘ ijeraturan daerah ini: bertu_]uan untuk

_a. mequudkan Bangunan Gedung yang fungsmnal dan sesuai
‘dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan
llngkungannya ‘

' b. mewu_]udkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
menjamin keandalan - teknis Bangunan Gedung dari segi
keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kemudahan;

c. mequudkan kepastlan hukum : dalam penyelenggaraan
jBangunan Gedung

, Paragraf 3
- Lingkup

. ‘Pasal 4

(1)L1ngkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenalk
fungsi dan-: Klasifikasi * Bangunan Gedung, persyaratan |
fBangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, .
Peran Masyarakat, =~ pembinaan dalam penyelenggaraan
Bangunan Gedung, sanks1 adm1n1strat1f penyldlkan pidana,

‘ :dan perahhan



(2)Untuk Bangunan Gedung flirigs1 ‘khursus dalam hal
persyaratan penyelenggaraan dan pembmaan tldak dlatur
dalam Peraturan Daerah ini. e

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Baglan Kcsatu A
- Fungsi Bangunan Gedung o

Lo Pasal S

(1)Fungs1 Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenal ;
pemenuhan persyaratan teknis Bangunan ‘Gedung ditinjau dari
- segi- tata bangunan ‘dan " lingkungan maupun keandalannya

~ serta ‘sesuai dengan peruntukan loka51 yang diatur dalam,;‘ : »:,;

RTRW RDTR dan / atau RTBL

(2) Fung31 bangunan gedung mehputl

*,a.'

Bangunan Gedung fungs1 human dengan fung81 utama E

2 ‘sebagal tempat manu31a tlnggal

b.

Bangunan Gedung fungs1 keagamaan dengan fungs1 utama )
; sebagal tempat manusia melakukan 1badah

. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fung51 utama sebagal'.:j ‘

tempat manusia melakukan keglatan usaha;

. Bangunan Gedung fungsi somal dan budaya dengan fungsi :

utama sebagai tempat manu81a melakukan kegiatan sosial
dan budaya : . B : ; ,

.Bangunan Gedung fung51 khusus dengan fungsi utama"‘
~sebagai tempat ‘manusia  melakukan = kegiatan yang

- mempunyai  tingkat kerahas1aan t1ngg1 dan/atau . tingkat

risiko bahaya tlnggl dan

Bangunan Gedung leblh dari satu fungs1 |

Pasal 6

(l)Bangunan Gedung fung31 hunlan dengan fungsi utama sebagal 8
, tempat manusia tmggal dapat berbentuk

A
b,
C.

~>d

bangunan rurnah tmggal tunggal
bangunan rumah tmggal deret | ,
bangunan rumah t1nggal susun; dan

bangunan rumah t1ngga1 sementara

(2)Bangunan Gedung fungs1 keagamaan dengan fungsi utama.
sebagai tempat manusia melakukan 1badah keagamaan dapat
~berbentuk: : ; : -

a.
b.

d.]

bangunan maS_]ld mushalla langgar surau -
bangunan gere_]a kapel :

bangunan pura;

bangunan v1hara,, '




e
f

(3) Bangunan Gedung fung51 usaha dengan fungs1 utama sebagai

bangunan kelenteng, dan ’

bangunan keagamaan dengan sebutan lamnya

, tempat manu31a melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:

b

Bangunan ‘ Gedung perkantoran ) sepertl " bangunan "- 8
,perkantoran non pemermtah dan se_]emsnya : ‘

Bangunan Gedung perdagangan sepert1 bangunan pasar,

L pertokoan pusat perbelanjaan mal dan sejemsnya

Bangunan Gedung pabr1k

. Bangunan Gedung perhotelan sepertl bangunan hotel, motel

hostel, penglnapan dan sejenlsnya

.'Bangunan Gedung _wisata dan rekrea31 séperti ;temp’atv .
,»rekreas1 bloskop dan sejenisnya; '

Bangunan Gedung terminal sepertl bangunan stasmn kereta

api, terminal bus' angkutan umum, halte bus, terminal peti - ..

‘kemas pelabuhan  laut, pelabuhan sunga1 pelabuhan

perikanan, bandar udara;.

. Bangunan Gedung tempat penylmpanan sementara . sepert1
';bangunan gudang, gedung parkir dan’sejenisnya; dan

.Bangunan Gedung tempat ‘penangkaran atau budldaya i

sepert1 bangunan sarang burung walet bangunan peternakan

' sap1 dan seJenlsnya

(4) Bangunan Gedung s031a1 dan budaya dengan fungsi utama

. sebagai tempat manus1a melakukan keglatan sosial dan budaya S

dapat berbentuk

a. .
" sekolah taman kanak kanak ‘pendidikan dasar, pendidikan - -
-'(menengah pendldlkan tmggl kursus dan semacamnya;

Bangunan Gedung pelayanan pendldlkan sepert1 bangunan

. Bangunan' Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan

puskesmas, pohkhmk rumah bersahn rumah sakit termasuk
pant1 pant1 dan seJenlsnya : :

..Bangunan Gedung kebudayaan sepert1 bangunan museum, |
- gedung keseman Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;

.Bangunan Gedung laboratorlum ~ sepertl - bangunan
‘laboratorium fisika, laboratorlum k1m1a dan laboratonum

lalnnya dan -

. Bangunan | Gedung pelayanan umum sepertl ba_rlgunan e

- stadlon gedung olah raga dan se_]enlsnya

(5)Bangunan fung31 khusus dengan , fungs1 utama yang

'memerlukan tingkat ‘kerahasiaan tinggi untuk - kepentingan -

~ nasional dan / atau yang mernpunyal tlngkat r1s1ko bahaya yang ,
tlnggl TR -
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(6) Bangunan Gedung leb1h dar1 satu fung31 dengan fungsi utama
: komblna31 lebih dari satu fung81 dapat berbentuk:
Ca. Bangunan rumah dengan toko (ruko), '
f‘ \b Bangunan rumah dengan kantor (rukan),
| Vic Bangunan Gedung rnal apartemen perkantoran
‘ | d Bangunan Gedung mal—apartemen perkantoran perhotelan
| "e dan se_]emsnya A T

~ , Baglan Kedua
Klas1ﬁka51 Bangunan Gedung

Pasal 7

~(1)Klas1ﬁkasi : ;Barrigunan Gedung ' me»h;urut kelompok‘ furigsi .
“bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat admlnlstra31 dan
persyaratan teknis Bangunan Gedung. :

(2) Fung31 Bangunan Gedung sebaga1mana dimaksud dalam
Pasal ' 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleks1tas‘

- ‘ tmgkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, . =

lokas1 ketlngglan dan/atau kepemlhkan

' (3) Klas1ﬁka81 berdasarkan tlngkat kompleks1tas mehputl

- a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu. Bangunan Gedung

~ dengan karakter- sederhana serta memiliki- kompleksitas dan
. teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah = -
 memiliki desam prototlp, S ’

b Bangunan Gedung tidak sederhana yaltu Bangunan Gedung S

~ dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas
- dan atau teknologl tldak sederhana; dan

C. Bangunan Gedung khusus yaltu Bangunan Gedung yang
» *memlhkl penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam
S perencanaan “dan pelaksanaannya ‘memerlukan :

penyelesalan / teknolog1 khusus. :

/ (4) K1a51ﬁka81 berdasarkan tlngkat permanen31 mellput1

a Bangunan Gedung darurat atau sementara, ya1tu Bangunan o

- Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyal"
© umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;

“b. Bangunan Gedung semi permanen, yaltu Bangunan Gedung;“
yang: ‘karena fungsinya d1rencanakan mempunyai umur

, 'layanan d1 atas S (hma) sampal dengan 10 (sepuluh) Tahun;-
serta

c. Bangunan Gedung permanen yaltu Bangunan Gedung yangf“ "
~karena fungsinya direncanakan mempunyal umur layanan
~di atas 20 (dua puluh) tahun. :

- (5) K1a31ﬁka81 berdasarkan tlngkat risiko kebakaran mehputl

a. Tlngkat risiko- ‘kebakaran - rendah yaltu Bangunan Gedung,
yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan’
- komponen unsur pembentUknya serta kuantitas dan kualitas-
bahan yang ada di dalamnya tlngkat mudah terbakarnya
.rendah L P : L D
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b Tlngkat rlslko kebakaran sedang, yaltu Bangunan Gedung'
yang- karena fungsinya, disain - penggunaan bahan dan
komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas
bahan yang ada d1 dalamnya tlngkat mudah terbakarnya

' sedang, serta’ ‘

,; c. Tlngkat risiko kebakaran t1ngg1 yaltu Bangunan Gedung yang
- karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan

-~ komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas .

. bahan yang ada di dalamnya tlngkat mudah terbakarnya o
sangat tlnggl dan/ atau tlnggl L o

(6) Klas1ﬁkas1 berdasarkan zonasi gempa mehputl tlngkat zonasi
gempa di w1layah Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat
“ kerawanan bahaya gempa, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut
dalam Lamplran I yang mempakan baglan t1dak terp1sahkan
pada Peraturan Daerah 1n1 ‘ : :

(7) Kla31ﬁka31 berdasarkan loka31 mehputl

a. Bangunan Gedung di loka31 renggang, yaltu Bangunan‘
Gedung “yang pada umumnya - terletak pada daerah

' plngglran / luar kota atau daerah yang berfungsi sebagal
resapan : -

b Bangunan Gedung d1 loka81 sedang, yaltu Bangunan Gedung '
-+ yang pada umumnya terletak di daerah permuklman serta

. Bangunan Gedung d1 lokasi padat yaltu Bangunan Gedung
- yang pada umumnya terletak d1 daerah perdagangan/ pusat
kotay,i_.& e « o , :

(8) Klas1ﬁkas1 berdasarkan ketmgglan Bangunan Gedung meliputi:

a. Bangunan Gedung bertlngkat rendah yaltu Bangunan
i Gedung yang memlhkl Jumlah lantal sampal dengan 4 lantai;

~b. Bangunan Gedung bertmgkat sedang, yaitu Bangunan "

- Gedung yang ‘memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai o

= ‘sampai dengan 8 lantal serta-

c Bangunan Gedung bertlngkat tmggl yaltu Bangunan Gedung
yang ‘memiliki Jumlah la.ntal leblh dari 8 lantai. L

(9) Klas1ﬁkas1 berdasarkan kepemlhkan mehput1

a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung
- untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan
- milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang -
‘berasal dari dana APBN, dan/ atau APBD, dan/atau sumber
‘ :pemblayaan ‘lain, - seperti: ‘gedung . kantor ' dinas, gedung
- sekolah, gedung rumah saklt gudang, rumah negara, dan
lain-lain;- ST 8 : , ; o

- b. Bangunan Gedung m111k perorangan yaltu Bangunan Gedung

_yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan

- diadakan dengan. sumber pemblayaan dar1 dana pr1bad1 atau
‘perorangan serta

c.‘Bangunan Gedung m111k badan usaha yaltu Bangunan _
‘Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usal'la non
pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dar1
: dana badan usaha non pemerlntah tersebut




;‘Pasal. 8 i

(1)Penentuan K1a31ﬁka31 Bangunan Gedung atau bagian darl,
- gedung ditentukan’ berdasarkan fungsi yang digunakan dalam
~_perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang. dlperlukan'j.
 pada: Bangunan Gedung. : :

: (2)Fung31 dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan
peruntukan lokas1 yang d1atur dalam RTRW RDTR, dan/atau
RTBL - ‘ :

- (3)Fung31 dan Klas1ﬁkas1 Bangunan Gedung dlusulkan oleh‘

- Pemilik Bangunan - Gedung - dalam bentuk rencana teknis
‘Bangunan Gedung melalui penga_]uan - permohonan izin
- mendirikan Bangunan Gedung L

(4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dllakukan oleh Pemermtah j
‘Daerah melalui penerbltan IMB berdasarkan RTRW, RDTR
dan/ atau RTBL kecuah Bangunan Gedung fungs1 khusus oleh
Pemermtah - : : o , '

Pasal 9 .
(1)Fungs1 dan Klas1ﬁka31 Bangunan Gedung dapat diubah dengan:
mengajukan permohonan IMB baru :

'(2)Perubahan : fung31 dan K1a31ﬁka81 Bangunan Gedung
' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘diusulkan oleh pemilik :

dalam bentuk rencana ‘teknis Bangunan Gedung sesuai dengan -

peruntukan loka51 yang dlatur dalam RTRW RDTR dan/ atau‘ ‘
“RTBL. : : .

‘(3)Perubahan fung51 dan /atau Kla31ﬁkas1 Bangunan Gedung harus, S

diikuti dengan pemenuhan persyaratan admlmstratlf dan'
persyaratan tekms Bangunan Gedung yang baru. ~

(4) Perubahan fungsi dan /atau K1a81ﬁka31 Bangunan Gedung harus‘
d11kut1 dengan perubahan data fung31 dan/atau Klasifikasi
Bangunan Gedung - :

(5) Perubahan fung81 dan Kla81ﬁka31 Bangunan Gedung dltetapkan
‘oleh' Pemerintah = Daerah dalam  izin - mendirikan Bangunan
Gedung, kecuali Bangunan Gedung fung31 khusus ditetapkan
oleh Pemerlntah AR S RIS ‘

BABII i
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG .

Baglan Kesatu
Umum e

Pasal 10
(1)Set1ap Bangunan Gedung harus memenuhl persyaratan-

" administratif dan persyaratan tekms sesuai dengan fungsi
Bangunan Gedung ' SO :
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‘(2)Persyaratan admlnlstratlf Bangunan Gedung rnehputl

~ a. status hak atas tanah dan/ atau 1zm pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah; : t t

b. status kepemlhkan Bangunan Gedung, serta

 c. IMB. g : |
R :‘(3)Persyaratar'1k"t'eknis Bangunan Gedung f‘nelip‘uti"
a. persyaratan tata bangunan dan llngkungan yang terdiri atas:
: '1) persyaratan peruntukan lokasi;

| 2) 1ntens1tas Bangunan Gedung; -

- 3) ar'sitewkturBangunah‘ Gedung; =

: 4) péngendalian ~dampak “lingkungan | untuk - Bangunan | o

Gedung Tertentu; serta T : ‘ o

- 5) rencana tata bangunan dan’lvingkunéan |
Ly | b.?persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdm atas:
1) persyaratan keselamatan ’
2) persyaratan kesehatan

_3) persyaratan kenyamanan; serta
4) persyaratan kemudahan

(4) Persyaratan tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
© huruf b khusus untuk bangunan gedung fungsi hunian rumah
tinggal tunggal dan rumah deret sederhana diatur lebih lanjut

‘ dalam Peraturan Bupat1 e 3 :

: Baglan Kedua
Persyaratan Adm1mstrat1f

A Paragraf 1 .
Status Hak Atas Tanah

Pasal 1 1

ﬁ(l)Setlap Bangunan Gedung harus d1d1r1kan d1 atas tanah yang'
- jelas kepemlhkannya baik milik sendiri atau milik pihak lain.

o V(2)Status hak atas tanah sebagalmana dimaksud pada ayat" (1)7
- diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lalnnya yang '

(3)Da1am hal tanahnya mlhk p1hak lain, Bangunan Gedung hanya -
dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang
hak atas tanah atau pem1hk tanah dalam bentuk perjanjian .
‘tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pem111k tanah -
dengan Pem111k Bangunan Gedung.

4) Perjanjlan tertuhs sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) memuat
paling sedikit ‘hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan

 batas-batas tanah, serta fung31 Bangunan Gedung dan Jangka E
waktu. pemanfaatan tanah . SRR
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: ’(S)Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau- tradlslf

setempat harus d1bangun di atas air sungal air laut, air danau~
harus mendapatkan izin dar1 bupatl

(6)Bangunan Gedung yang akan dlbangun di atas tanah milik .
' sendiri atau-di atas ‘tanah milik orang lain yang terletak di

~kawasan- rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan

yang d1atur dalam Keterangan Rencana Kabupaten :

Paragraf 2
Status Kepemlhkan Bangunan Gedung

Pasal 12

(l)Status kepemlhkan Bangunan Gedung d1bukt1kan dengan surat
 bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang -dikeluarkan oleh -
Pemerintah Daerah kecuah Bangunan Gedung fung31 khusus
oleh Pemermtah el : -

g (2)Penetapan status kepemlhkan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB
“dan/atau pada saat® pendataan Bangunan Gedung, sebagai
sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian -
hukum atas kepemlhkan Bangunan Gedung :

o (3)Status kepemlhkan ‘Bangunan Gedung adat pada ‘masyarakat '
hukum - adat ditetapkan oleh ~masyarakat hukum adat
bersangkutan berdasarkan norma dan kearlfan lokal yang
- berlaku di lmgkungan masyarakatnya

(4)Kepem1hkan Bangunan Gedung dapat d1a11hkan kepada plhak -
_lain. '

(S)Pengahhan hak kepemlhkan Bangunan Gedung ‘kepada plhak
lain harus dilaporkan kepada bupati- untuk dlterbltkan surat .
keterangan bukti kepemlhkan baru. ~ :

- (6)Pengahhan hak kepemlhkan Bangunan Gedung sebagalmana”‘
dimaksud pada ayat (5) oleh Pem111k Bangunan Gedung yang

“bukan pemegang hak ‘atas tanah, terlebih dahulu harus SR

mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.

- (7)Status kepemlhkan Bangunan Gedung adat pada masyarakat

hukum  adat ditetapkan oleh = masyarakat hukum adat- -

bersangkutan ‘berdasarkan norma dan kearlfan lokal yang -
berlaku di llngkungan masyarakatnya : ’

: (8)Tata cara pembukt1an kepemlhkan Bangunan Gedung kecuali-

‘sebagaimana yang dlmaksud pada ayat (3) dlatur sesuai dengan R

ketentuan peraturan perundang undangan ‘

Paragraf 3
IMB

Pasal 13

,_(l)Setlap orang atau badan Wa_]lb memlhkl IMB dengan',

‘mengajukan - permohonan IMB kepada bupat1 untuk melakukan

: keglatan

a. pembangunan Bangunan Gedung dan/ atau prasarana i
? Bangunan Gedung, : :
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b rehab111ta31/ renovasi Bangunan Gedung dan/ atau prasarana .

" Bangunan  Gedung = meliputi ~ perbaikan/ perawatan '
perubahan perluasan/ pengurangan dan.

c pemugaran/ pelestarlan dengan mendasarkan pada surat :
e Keterangan Rencana Kabupaten (advzs planmng) untuk loka81 '
~yang bersangkutan ‘ ‘ :

(2)Izm mendlrlkan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud
-pada ayat (1) - diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuah
‘Bangunan Gedung fung31 khusus oleh Pemerintah.

-(3) Pemerlntah Daerah waJ1b memberlkan 'secara cuma-cuma surat
Keterangan Rencana Kabupaten sebagalmana dimaksud pada
~ ayat (1) untuk lokasi ‘yang bersangkutan kepada setiap orang

“yang: ‘akan - menga_]ukan permohonan IMB  sebagai dasar -

~ penyusunan rencana teknls Bangunan Gedung.

‘ (4) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagalmana dlmaksud‘
" pada: ayat (3) merupakan ‘ketentuan yang berlaku untuk lokasr
,y‘yang bersangkutan dan bCI'ISI

a fung31 Bangunan Gedung yang dapat dlbangun pada lokasi R
v bersangkutan,‘ : '

b ketlngglan mak31mum Bangunan Gedung yang duzmkan 1 o

Ac jumlah lantal/ lapls Bangunan Gedung di bawah permukaan R
tanah dan KTB yang diizinkan; : :

~k ;?d garls Sempadan dan Jarak bebas m1n1mum Bangunan Gedung ‘
| yang diizinkan; k ‘ , ‘

e KDB maks1mum yang duzmkan

- f. KLB rnak31mum yang dnzlnkan

- KDH mlmmum yang dlwajlbkan . -
h KTB mak31mum yang duzmkan dan
i Jarmgan ut111tas kota L '

(5)Dalam surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagalmana
- dimaksud pada “ayat (4). dapat juga dicantumkan ketentuan-
- ketentuan - khusus igyang - berlaku  untuk lokasi yang
~bersangkutan. DR o = ‘

. - S Paragraf 4 ~ ' ’
IMB d1 Atas dan /atau di Bawah Tanah A1r dan / atau
o Prasarana/ Sarana Umum ot

[PaSal 14 ;,l

' (1)Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di
- atas dan/atau di- bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana
umum harus mendapatkan persetUJuan dar1 instansi terkait.

(2)IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagalmana
- dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis
TABG dan dengan mempertlmbangkan pendapat masyarakat.

(3)Pembangunan Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada
~ayat (1) Wa_]lb meng1kut1 Standar Tekms dan pedoman yang
terka1t S R : :
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o ParagrafS. e
- Kelembagaan :

Pasal 15

‘ (l)Dokumen Permohonan IMB dlsampalkan/ dlajukan kepada :
-instansi yang menyelenggarakan ‘urusan = pemerintahan
di bldang per1z1nan 3 , 5 ‘
(2)Pemer1ksaan dokumen : renCana - teknis . dan administratif
~ dilaksanakan - -oleh " instansi teknis. pembina  yang
E menyelenggarakan urusan pemermtahan d1 bidang Bangunan
Gedung RN A ‘ TR N ,

(3)Bupat1 dapat mehmpahkan sebaglan kewenangan penerbltan
" IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
“instansi yang menyelenggarakan urusan pemermtahan bidang
perlzlnan dan Camat. :

k(4) Pehmpahan sebaglan kewenangan sebagalmana d1maksud pada“’
- ayat (3) mempertlmbangkan faktor : :

~ a.' eﬁs1ens1 dan efekt1v1tas

b. mendekatkan pelayanan pemberlan IMB kepada masyarakat

'c"."fung31 bangunan ‘klasifikasi ~ bangunan, luasan tanah

dan/atau bangunan _yang - mampu  diselenggaraan
di kecamatan dan [N SR :
d. kecepatan ' penanganan pehangglilangan darurat dan -
N rehablhta51 Bangunan Gedung pascabencana v
",(S)Ketentuan lebih - ~lanjut - mengenal pehmpahari sebagién

~ kewenangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) diatur:
dengan Peraturan Bupat1

: Baglan Ketlga
Persyaratan Tekms Bangunan Gedung

Paragraf 1

~Umum-
Pasal 16
Persyaratéﬁ teknis Bangunah Gedu'ﬁg meliputi persyaratan tata -
V'banguvr:lar'l dan lingkungan dan ,pc‘rsyaratan keandalan bangunan. h

. : Paragraf 2 o ;
{ Persyaratan Tata Bangunan dan L1ngkungan -

Pasal 17

' Persyaratan tata bangunan dan -lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam: Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan
_intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan
Gedung dan persyaratan pengendahan dampak lmgkungan
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; Paragraf 3 ,
: Persyaratan Peruntukan ‘
Dan Intens1tas Bangunan Gedung

J'fl' 3 Pasal 18

‘ (1)Bangunan Gedung harus dlselenggarakan sesuai dengan
“peruntukan lokasi yang ‘telah. dltetapkan dalam RTRW RDTR
- dan/atau RTBL. ‘ :

f / ;_(2)Pemer1ntah Daerah Wa_]lb memberlkan 1nforma51 mengenal _
- RTRW, RDTR dan/atau RTBL| sebagalmana d1maksud pada ayat
(1) kepada masyarakat secara cuma-cuma. '

’(3)Informa31 ; sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) berisi
keterangan mengenai peruntukan lokas1 intensitas bangunan
yang terdiri dari kepadatan bangunan ketmgglan bangunan
~dan garis sempadan bangunan s , '

: (4)Bangunan Gedung yang dlbangun | .

© a.diatas prasarana dan sarana umum;

.di bawah prasarana dan sarana umum;

. di bawah atau d1 atas a1r '

. d1 daerah _1ar1ngan transm1s1 hstrlk tegangan t1ngg1
. di daerah Jarmgan p1pa gas / m1nyak 7

di daerah yang berpoten81 bencana alam dan

. di Kawasan Keselamatan Operaswnal Penerbangan (KKOP)

B T Wt o, o ‘-?;,c"“_, J

- harus sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memperoleh perumbangan serta persetujuan‘ o

~_dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

(5) Dalam hal ketentuan mengena1 peruntukan lokasi sebagaimana
"dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka: ketentuan
“mengenai peruntukan lokasi ‘sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dlatur sementara dalam Peraturan Bupat1

Pasal 19

RS (1)Dalam hal terJad1 perubahan RTRW RDTR dan / atau RTBL yang
.- mengakibatkan: perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan
' -Gedung yang tldak ‘sesuai dengan peruntukan yang baru harus
disesuaikan. : £ S -

i (2)Terhadap keruglan yang tlmbul aklbat perubahan peruntukan :
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah

- memberikan penggantlan yang layak kepada Pemilik Bangunan

- Gedung- sesua1 dengan ' ketentuan peraturan perundang-
v.undangan ' ; = ~
R Pasal 20 e

(l)Bangunan Gedung yang akan d1bangun harus memenuhi
persyaratan 1ntens1tas Bangunan Gedung yang meliputi
- persyaratan kepadatan ketlngglan dan Jarak bebas Bangunan -
- Gedung, berdasarkan ketentuan yang dlatur dalam RTRW,-
RDTR dan / atau RTBL -




18

(2)Kepadatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputi 1
ketentuan KDB dan KDH pada tlngkatan t1ngg1 sedang dan o
rendah. - :

(3) Ketlngglan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehput1 wi (
- ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan_ S

dan KLB pada tmgkatan KLB tlnggl sedang dan rendah.

L (4) Ketlngglan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada-n'_,, =

~ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu hntas penerbangan

;;-(S)Jarak bebas Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud -pa da

ayat (1) mehputl ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan

~ Gedung dan Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas -

- persil, jarak antarbangunan dan Jarak antara as Jalan dengan :5, St

~ pagar halaman

(6)Dalam ~hal ketentuan mengenal err'syara'tan intensitas"_ -

- Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) belum

" ditetapkan,” maka ketentuan mengenai persyaratan intensitas

Bangunan Gedung dapat diatur sementara untuk suatu lokasi -
- dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang 1eb1h t1ngg1 dengan memperhat1kan
; ‘pendapat TABG 8 : '

Pasal 2 1

(l)KDB dltentukan atas dasair kepentmgan daya dukung S
‘lingkungan, pencegahan 'terhadap bahaya ~ kebakaran, ‘
kepentlngan ekonomi, fungsi. peruntukan fungs1 bangunan i

- keselamatan dan kenyamanan bangunan

(2) Ketentuan besarnya KDB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) »
: dlsesua1kan dengan - ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL

' dan/atau pengaturan sementara - persyaratan - 1nten31tas_
N Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupatl ' : S

Pasal 22 ‘7

‘(1)KDH dltentukan atas dasaf kepéntmgah détya dukung |
- lingkungan, fungs1 peruntukan fung31 bangunan kesehatan ’
- dan kenyamanan bangunan . .

-(2) Ketentuan besarnya KDH sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)
" disesuaikan dengan ketentuan dalam ‘RTRW, RDTR, RTBL
dan/atau - pengaturan sementara persyaratan intensitas
Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupat1 , . L

'Pasal23 7;; o

: »(l)KLB d1tentukan atas dasar daya dukung llngkungan
pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi,
fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan
kenyamanan bangunan keselamatan dan kenyamanan umum.

: (2)Ketentuan besarnya KLB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL

~dan/atau pengaturan “sementara. persyaratan » 1nten81tas

o Bangunan Gedung dalam- Peraturan Bupatl -
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~ Pasal 24 ;

(1)Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung
ditentukan atas dasar. pertimbangan  lebar jalan, fungsi
bangunan, keselamatan bangunan, = keserasian dengan
llngkungannya serta keselamatan lalu 11ntas penerbangan

: ”’(2)Bangunan Gedung dapat dibuat bertlngkat ke bawah tanah |

sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan o

- dengan ketentuan perundang undangan

- 1(3) Ketentuan besarnya Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tmgglv

- Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud . pada ayat (1)

~ disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL
~ ‘dan/atau pengaturan sementara persyaratan 1ntcn51tas :

_ Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupat1 R

Pasal 25

I »(1)Gar1s sempadan - bangunan dltentukan atas pertlmbangan o
-~ keamanan, kesehatan,’ kenyamanan dan kesera51an dengan
llngkungan dan ketlngglan bangunan '

‘(2)Garls Sempadan : Bangunan Gedung mehputl ketehtuan

. mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi-sungai,
tepi pantai, rel kereta api, jaringan pipa gas/ mmyak dan/atau.
jaringan  listrik tegangan tinggi, dengan mempertlmbangkan
aspek keselamatan dan kesehatan & :

';(3) Garis sempadan bangunan mehputl garls sempadan bangunan
: untuk bagian muka, sampmg, dan belakang;

; _,(4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan
di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah
(besmen) :

-~"1(5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana .

‘dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam

- RTRW, RDTR,’ RTBL dan/ atau pengaturan sementara dalam
‘ Peraturan Bupati. - .

_(6)Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan—kawasan
‘ tertentu dan spe31ﬁk : ' ' ’ S

Pasal 26

(1)Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, Jarak‘
antarbangunan, dan jarak antara . as Jalan dengan pagar
halaman dltetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan
peruntukannya atas pertimbangan- keselamatan kesehatan,
kenyamanan, kemudahan, dan kesera51an dengan lingkungan
dan ketlngglan bangunan ~f :

(2)Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persﬂ Jarak
antarbangunan dan jarak = antara as jalan dengan  pagar

~halaman yang d1ber1akukan per kaphng/ persil dan/ atau per

kawasan
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(Sjbenetépan jarak antara Bangunan Gedung dehgan‘ batas pér"sﬂ. i
Jjarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar
~halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di- 'L

bawah permukaan tanah (besmen)

(4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil,

- jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar

halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada
pertlmbangan keberadaan atau rencana _]armgan pembangunan
ut111tas umum. . 2 ;

(5) Ketentuan besarnya Jarak antara Bangunan Gedung dengan
~ batas persﬂ jarak antarbangunan dan jarak antara as jalan

~ dengan pagar halaman secbagaimana dimaksud pada ayat (1) =

- disesuaikan’ dengan ketentuan dalam - RTRW, RDTR, RTBL
~dan/atau pengaturan sementara persyaratan ; 1ntens1tas
. Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupatl ‘ -

. (6) Bupati dapat menetapkan' lam untuk kawasan kawasankf’ e

tertentu dan spesﬁik

: Paragraf 4 .
= Persyaratan Ars1tektur Bangunan Gedung

Pasal 27

:»Persyaratan ar31tektur Bangunan Gedung mehputl persyaratanv~

penampilan Bangunan Gedung, tata  ruang dalam,
keselmbangan keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung

_dengan llngkungannya  serta mempertlmbangkan adanya -

keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya -
- setempat terhadap penerapan berbaga1 perkembangan arsitektur -
dan rekayasa gk o e

_ b \ Pasal 28 . ,
“(l)Persyaratan penampllan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema
“arsitektur bangunan di dalam-Peraturan Bupati tentang RTBL.

L (2)‘Penampilan Banguné'n ‘Gedung ‘seb‘agaimaria dimaksud pada

ayat (1) harus memperhatikan ‘kaidah estetika bentuk,
“karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekltarnya
serta dengan mempertlmbangkan kaidah pelestarlan :

(3) Penampilan Bangunan Gedung yang d1d1r1kan berdampmgan

~dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang - -

dengan * mempertlmbangkan kaidah estetika bentuk dan-
karakteristik ~dari - ar81tektur _ Bangunan Gedung yang
dllestarlkan - S o "

_ (4) Pemerlntah ‘Daerah dapat mengatur kaldah ar51tektur tertentu'
pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan
pendapat masyarakat ’ R
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Pasal 29

"(l)Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkln simetris

dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana |

‘alam gempa . dan - penempatannya tidak boleh menggangguf
fung81 prasarana kota lalu 11ntas dan ketertlban

(2)Bentuk . Bangunan , Gedung harus d1rancang dengan

‘memperhatikan’ ‘bentuk dan  karakteristik arsitektur - di
sekitarnya dengan mempertlmbangkan terciptanya ruang luar - .

bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya. -

: f(3)Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau trad1s1ona1 harus
memperhatlkan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di
11ngkungan masyarakat adat bersangkutan :

‘ v,(4)Atap ‘dan’ d1nd1ng Bangunan Gedung harus dlbuat dar1 ,

konstruksi dan bahan yang ‘aman dari - kerusakan akibat
‘ bencana alam :
| | Pasa130 o | |
- FQ.(l)Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagalmana o
~ dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang, -

“arsitektur - Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan
Gedung I ,

,(2)Bentuk Bangunan Gedung harus dlrancang agar setiap ruang

- dalam’ = dimungkinkan - menggunakan ~pencahayaan ‘dan . -
penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung
’diperlukan sistem pencahayaan dan- penghawaan buatan.

(3) Ruang dalam-Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang
cukup sesual dengan fungsinya dan ar31tektur bangunannya

1:(4) Perubahan fungs1 dan penggunaan ruang Bangunan Gedung

atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi

- ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin

keamanan dan keselamatan bangunan dan penghuninya.

( )Pengaturan ketlngglan pekarangan adalah apabila tinggi tanah
- pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir *

~ yang ditetapkan ‘oleh ‘Balai Sungai ‘atau instansi berwenang

. setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan

tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi

o mak81mal lantal dasar dltetapkan tersend1r1

'(6)T1ngg1 1anta1 dasar ‘suatu Bangunan Gedung dlperkenankan o

mencapai - ‘maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah
- pekarangan atau tinggi rata rata _]alan dengan memperhatlkan B
keserasian llngkungan G : L ‘

' ‘(7)Apab11a tinggi tanah pekarangan berada d1 bawah titik _
‘ ketlngglan (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam
“atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan :
maka tinggi mak31mal lantai dasar d1tetapkan tersend1r1

o (8) Permukaan atas dar1 lanta1 denah (dasar) -
a. Sekurang—kurangnya 15 ‘cm di ‘atas- titik tert1ngg1 dar1 E
pekarangan yang sudah dlper31apkan RO L
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b Sekurang kurangnya 25 cm d1 atas t1t1k tertmggl dari sumbu
Jalan yang. berbatasan - :

(9)Dalam hal- hal yang luar b1asa ketentuan dalam huruf a, tidak =~
berlaku jika letak lantai-lantai itu leblh tinggi dari 60 cm di atas
tanah yang ada d1 sekehhngnya atau untuk ‘tanah-tanah yang -
mlrlng SO : '
, A Pasa1~31 e ;'

(1)Persyaratan : keseimbangan ' kesera31an dan keselarasan

-~ Bangunan Gedung dengan 11ngkungannya . sebagaimana

- dimaksud dalam ' Pasal 27 - harus mempertimbangkan

o termptanya ruang luar dan’ ruang terbuka hijau yang seimbang, .
serasi dan selaras  dengan hngkungannya yang  diwujudkan

. dalam pemenuhan' persyaratan - daerah . resapan, akses .

- ‘penyelamatan sirkulasi - kendaraan ‘dan manusia serta ‘.

o terpenuhlnya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan

: Gedung : ~ : :

(2) Persyaratan keselmbanga'n : keserasian dan ;keselarasan
- Bangunan - Gedung ~dengan - hngkungannya - sebagaimana
"dimaksud pada ayat (1) meliputi: - :
. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP), g
. persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
-persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan
daerah hijau pada bangunan
tata tanaman;
. sirkulasi dan fasilitas’ park1r
.~pertandaan (Szgnage), serta
: pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung

:*-b*oo mopooe

Pasal 32

(l)Ruang terbuka hljau pekarangan o (RTHP) sebagalmana
“dimaksud dalam. Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang.

berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang

- sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat

tumbuhnya tanaman peresapan air, sirkulasi, unsur estetlk :

sebagal ruang untuk keglatan atau ruang fasilitas (amemtas) '

(2) Persyaratan RTHP :ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan /atau

' f:‘ RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis

' Sempadan Bangunan ‘Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien
‘Dasar Hijau, Koefisien Lanta1 Bangunan; sirkulasi dan fasilitas - -
parklr dan ketetapan lamnya yang bers1fat menglkat semua
pihak berkepentmgan : : R ‘

(3) Dalam hal ketentuan mengenal persyaratan RTHP sebagalmana
. dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan
f'mengenal persyaratan RTHP ‘dapat diatur sementara ‘untuk

suatu lokasi dalam Peraturan Bupatl sebagai acuan bagi

penerbltan IMB. : i ;
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Pasal 33

‘(1)Persyaratan ‘ ruang ‘sempadan depan Bangunan Gedung’ E

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus

menglndahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait -~

“sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL,"
“ yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/ pohon dan
bangunan penunjang : . ST :

(2)Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan
~ -.sebagaimana dimaksud = pada ayat (1) dapat ditetapkan
* karakteristik - lansekap jalan' atau -ruas jalan‘ dengan

'mempertlmbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang i

sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur

' kendaraan' dan jalur hljau medlan _]alan dan sarana utilitas

umum. lamnya o

Pasal 34 5

(1)Persyaratan tapak besmen terhadap l1ngkungan sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf ¢ berupa kebutuhan o

besmen dan. besaran KTB ditetapkan berdasarkan rencana
peruntukan lahan ketentuan tekms dan kebljakan daerah.

‘(2)Untuk penyedlaaan RTHP ‘yang - memadal lantai besmen
pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas
tanah dan atap besmen kedua harus berkedalaman sekurang
kurangnya 2 (dua) meter dar1 perrnukaan tanah ' ‘

;‘Pas\al¢35 e

' ‘(l)Daerah hljau bangunan (DHB) sebagalmana dlmaksud dalam
- Pasal 31, ayat: (2) huruf e dapat- berupa taman atap atau
- penanaman pada sisi bangunan o o

. (2)DHB merupakan baglan dari- kewapban pemohonan IMB untuk i
o menyedlakan RTHP dengan luas mak31mum 25% darl RTHP.

Pasal 36

"‘Tata Tanaman sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 31 ayat (2)

- huruf -f meliputi aspek pemilihan - karakter tanaman dan -

\penempatar‘i ‘tanaman dengan memperhltungkan - tingkat
kestabilan  tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tlngkat o
bahaya yang dltlmbulkannya : :

Pasal 37

- (l)Setlap bangunan bukan rumah tlnggal wajib menyediakan
fasilitas - parklr kendaraan yang - proporsional dengan jumlah
luas lantai bangunan sesual Standar Tekms yang telah .
dltetapkan

: (2) Fasilitas parklr sebagalmana d1maksud dalam Pasal 31 ayat (2) )

huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah i

‘ d1tetapkan dan  harus = berorientasi pada pejalan kaki,
“'memudahkan akses1b111tas dan tldak terganggu oleh 31rku1a81
kendaraan - - :
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i (3) Slstem s1rku1as1 sebagalmana d1maksud pada Pasal 31 ayat (2) S

: huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan

81rku1a31 internal Bangunan Gedung serta - antara individu -+

pemaka1 bangunan dengan sarana transportasmya

Pasal 38

‘(I)Pertandaan (Slgnage) sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 h

© . ayat (2) huruf h yang ditempatkan ‘pada bangunan, pagar, . .
kavling dan/atau ruang publik - tidak boleh mengganggu

karakter yang akan dlclptakan / dlpertahankan

(2) Ketentuan lebih lan_]ut mengenai pertandaan : (szgnage)b :
Bangunan- Gedung sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dlatur i
dalam Peraturan Bupat1 . _

Pasal 39 3

(1)Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagalmanav ,
‘dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan

~dengan memperhatlkan karakter llngkungan fungsi dan -

s ar31tektur bangunan estetlka amemtas dan komponen promosi.

@ Pencahayaan yang dihasilkan sebagalmana dimaksud pada ayat =

(1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam
bangunan dan pencahayaan dar1 penerangan jalan umum

i : Paragraf 5 R o
Persyaratan Pengendahan Dampak Llngkungan :

Pasal 40

e :(l)Set1ap keglatan dalam bangunan dan /atau hngkungannya yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib -
dllengkapl dengan Anahsls Mengenal Dampak L1ngkungan
(AMDAL) :

| (2) Kegiatan dalam’ bangunan dan/ atau hngkungannya yang tldak RN

‘menimbulkan dampak penting terhadap lingkungannya wajib
‘memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Llngkungan dan Upaya
Pemantauan Llngkungan)

(3)Usaha dan / atau keglatan yang tldak Wa_]lb dllengkap1 UKL-UPL "~

~wajib membuat.- SPPL - (Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

- (4) Penyelenggaraan AMDAL UKL-UPL dan SPPL dllakukan sesual B
ketentuan peraturan perundang undangan e .

L Paragraf 6
RTBL

Pasal '4'1 '

(l)RTBL memuat program bangunan dan hngkungan rencana
umum dan panduan rancangan, rencana. investasi - dan -
ketentuan - pengendahan rencana dan pedoman pengendahan
pelaksanaan : : _ :
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(2) Program bangunan dan llngkungan sebagalmana dlmaksud
- pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan
V‘,j“Bangunan Gedung, serta kebutuhan' ruang terbuka h1Jau
~{fasilitas umum, fasilitas. sosial, prasarana aksesibilitas, sarana
: pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa
penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

(3) Rencana ~umum’ dan panduan rancangan sebagalmana

~~dimaksud" pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata :

j-bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan
-yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro,
'~ rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan,
“rencana aksemblhtas llngkungan rencana ~prasarana dan

' sarana lingkungan, rencana Wu_]ud v1sual bangunan dan ruang
,_.terbuka hljau :

(4) Rencana 1nvesta31 sebagaimana" ‘dimaks'ud pada ayat (1)
 merupakan arahan program investasi ‘Bangunan Gedung dan
- lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan
“dan l1ngkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan
‘rencana yang memperhltungkan kebutuhan . nyata para
s pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi
- dan pemblayaan dalam  penataan lingkungan/kawasan, dan
';merupakan ‘rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk
~menghitung kelayakan investasi - dan . pembiayaan suatu
- penataan: atau pun menghltung tolok ukur - keberhasilan
~investasi, ~sehingga tercapai kesmambungan pentahapan
: pelaksanaan pembangunan ~ :

(5) Ketentuan pengendahan rencana sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing
pemangku kepentmgan pada masa pelaksanaan atau masa

:;‘pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu -

. sistem yang. disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan
- bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat
- keberhasilan ' kesmambungan, pentahapan_ pelaksanaan
pembangunan.’ Gl ' -

'(6) Pedoman pengendahan pelaksanaan sebagalmana dlmaksud :
. pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan '
- pelaksanaan  penataan bangunan dan lingkungan/kawasan
yang ‘berdasarkan dokumen RTBL, dan - memandu pengelolaan
kawasan agar dapat berkuahtas memngkat dan berkelanjutan. '

(7) RTBL  disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan
- Gedung . dan lingkungan yang ditetapkan oleh- Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan melalui
kemitraan. Pemerintah ~Daerah dengan swasta dan/atau.
masyarakat = sesuai .dengan tingkat permasalahan pada
lingkungan / kawasan bersangkutan dengan mempertlmbangkan'
pendapat para ahli dan masyarakat :

,(8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagalmana
'~ dimaksud pada ayat (7) mehputl pembangunan baru (new
: development), pembangunan sisipan parsial (infill development),
~.peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali

‘wilayah perkotaan (urban redevelopment), ‘pembangunan untuk
- menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revltalzzatzon),
. dan pelestarlan kawasan . - ,
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(9)RTBL yang dldasarkan pada berbagal pola penataan Bangunan o
Gedung dan hngkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

ini ditujukan ‘bagi berbagai status kawasan seperti kawasan.

baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan"ff_’
yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat = -
. gabungan. atau campuran dar1 ketlga _]enls kawasan pada ayat

‘71n1

(1‘0) RTBL dltetapkan dengan Peraturan Bupat1

Paragraf 7

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
' Pasal 42

',Pérksyaraté‘r‘i" keandalan Bangunan ~ Gyédungp : sébagaim'aria -
~dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselarnatan
kesehatan kenyamanan dan kemudahan »

Paragraf 8

Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung '
Pasal 43

Persyaratan ‘ke’andalan ' Bangunan  Gedung terdiri dari -

ERETN persyaratan keselamatan ‘Bangunan Gedung, - persyaratan
. kesehatan - Bangunan " Gedung, persyaratan kenyamanan -

A'Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan
'-Gedung o L e

: ' Pasal 44

'Persyaratan keselamatan Bangunan : Gedung sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuan
~ Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan.
kemampuan Bangunan Gedung- terhadap bahaya kebakaran

-~ dan. persyaratan - kemampuan Bangunan Gedung terhadap
*bahaya petlr :
L Pasal 45 . v
" (1)Persyaratan 'kemampuan Bangunan. Gedung terhadap beban
muatan sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 44 meliputi
~persyaratan struktur. Bangunan Gedung, pembebanan pada -
Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur ‘
bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam,

keselamatan struktur keruntuhan struktur dan persyaratan '
- bahan. s : ~

(2)Struktur Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat ;
(1) harus kuat/kokoh, _stabil ‘dalam memikul beban dan

. memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan
. selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan: ,
a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungklnan _
pelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung, S
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’ b pengaruh ak31 sebagal aklbat dar1 beban yang bekerja selama

_umur layanan struktur baik beban- muatan tetap maupun .

sementara yang tlmbul aklbat gempa angln kor051 Jjamur
‘dan serangga perusak; '
~c. pengaruh - gempa - terhadap substruktur maupun struktur
Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada

“kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi - R

keruntuhan, kondisi - strukturnya mas1h memungkmkan
. penyelamatan diri penghumnya L
e. struktur bawah Bangunan' Gedung pada lokas1 tanah yang
- dapat terjadi likulfaksi, dan;
f. keandalan Bangunan Gedung.

‘ ‘(S)Pembebanan pada Bangunan Gedung ‘'sebagaimana’ dimaksud
.. pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon .
struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban
khusus yang mungkin ‘bekerja selama umur pelayanan dengan

' menggunakan 'SNI yang berlaku atau standar baku dan/ atau
Pedoman Teknis. :

-g_'(4)Struktur atas Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) mehputl konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi . ’

- kayu, konstruksi .- bambu, konstruksi dengan bahan dan
teknolog1 khusus dllaksanakan dengan menggunakan standar;
yang berlaku L S ; :

~ (5)Struktur bawah Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud -

pada ayat (1) mel1put1 pondas1 langsung dan ponda51 dalam.

(6)Ponda31 langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (9) harus
direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah
.yang mantap dengan' daya dukung tanah yang cukup kuat dan
selama berfungsmya ‘Bangunan- Gedung tldak mengalaml

ix penurunan yang melampau1 batas.

. (7)Pondasi dalam sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) digunakan
~ dalam hal lapisan tanah dengan- daya dukung yang terletak
~cukup _]auh ‘di bawah’ permukaan tanah sehingga pengguna -
‘pondasi - langsung _dapat menyebabkan penurunan yang
berleblhan atau ketldakstabllan konstruk31 v

S (8)Keselamatan struktur sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1)

"~ merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur
‘bangunan yang dlpcroleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh
tenaga ahli yang bersertifikat sesua1 dengan ketentuan dalam
pedoman teknis yang berlaku

(9)Keruntuhan struktur sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) _
merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan

 cara’ melakukan .Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan.
Bangunan Gedung sesua1 dengan pedoman teknis yang berlaku

k,‘f(lO) Persyaratan bahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan

Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan SNI terkait.



